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PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Lss

el 5

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai
gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxx, Kabupaten

Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat kediaman xxxXxxXxxxxxxxxX, Kabupaten Kolaka Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Januari
2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua dalam
register perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Lss tanggal 3 Januari 2020
mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah
Nomor xxxxxxxxxxx, bertanggal 17 Oktober 2016;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
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Nimbuneha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara selama 3 bulan
lalu pindah tinggal di rumah kebun milik orang tua Penggugat di Desa
Nimbuneha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya
suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat
dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi
tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
a.Tergugat malas bekerja;
b.Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengatakan sudah tidak
mau lagi tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Maret 2018 saat mana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Lasusua cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXxxxXxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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Subsider:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Lss, dan ternyata
ketidak hadiranTergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil,

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi
atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, maka Penggugat
mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

e Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, bertanggal 17 Oktober 2016
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru telah cocok dengan aslinya
dan telah dinazegelen.(bukti P);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara.
Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

sepupu Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis dan sejak 1 (satu) tahun setelah menikah sudah
tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi sebab pertengkaran karena masalah keuangan

disebabkan Tergugat malas bekerja;

- Bahwa Tergugat pekerjaan utamanya adalah bertani akan tetapi
memang saksi melihat Tergugat beda dengan teman- teman petani
lain karena sering tidak kekebun;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sejak Maret 2018;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat maupun Tergugat namun
tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka
Utara.Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tante Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
baik- baik saja namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah sudah

sering bertengkar;

- Bahwa beberapa kali saksi melihat langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa sebab utama yang saksi lihat karena Tergugat tidak mau atau
malas ke kebun untuk bekerja;

- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan
mengatakan kepada saksi kalau tidak mau lagi tinggal bersama
dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak Maret 2018;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat maupun Tergugat nhamun
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon

putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat,
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang- undang
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Nomor 16 Tahun 2020 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang
pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat
mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum
antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P)
berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang telah cocok dengan aslinya
dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah
memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut menerangkan bahwa pada hari
Ahad tanggal 16 Oktober 2016 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang
laki-laki bernama xxxxxxxx (Tergugat) dengan seorang wanita bernama xxxxxxx
(Penggugat) sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat
materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil
dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian
harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah yang pernikahannya tercatat pada kantor urusan agama oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata
Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan
berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63
ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah
dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2020 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara
absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan
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Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai

berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa Tergugat malas bekerja;

3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengatakan sudah
tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
Maret 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan
kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi
sejak 1 (satu) tahun setelah menikah karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi
I dan saksi Il Penggugat menerangkan bahwa saksi memang sering melihat
dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 1 (satu) tahun
setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Idan Il Penggugat
yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejaka
1 (satu) tahun setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa
Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi
I dan saksi Il Penggugat menerangkan bahwa memang benar kalau Tergugat
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memang berbeda dengan teman- teman petani lain karena Tergugat malas
bahkan tidak mau pergi ke kebun untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Idan Il Penggugat
yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat
malas bekerja;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengatakan sudah tidak mau lagi
tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi
| dan saksi Il Penggugat menerangkan bahwa memang benar kalau Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan mengatakan tidak mau lagi hidup bersama
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Idan Il Penggugat
yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan mengatakan sudah tidak mau lagi tinggal
bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2018
sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi
I dan saksi Il Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Idan Il Penggugat
yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2018 sampai
sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya
dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten

Barru dan dikaruniai seorang anak;

Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Lss Hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Tergugat malas bekerja;

4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengatakan sudah
tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
Maret 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus
saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat malas bekerja dan pergi
meninggalkan Penggugat dan mengatakan tidak mau lagi hidup bersama
Penggugat membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan
kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak Maret 2018 lalu sampai sekarang tanpa saling memperhatikan
sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali
Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya
kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan
gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap
Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat
menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan
yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri
dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 jo.
Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 dan
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam

al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21 :

Les] 1 9iSCius] l?[sji pSamiil o oS $l5 Ol &bl og
OgSaiy pgdl LY s (9 ] de> g 8290 pSin J=zg

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh yang
berbunyi :

tllan]l cd> e o 2bo duwlaoll ¢
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai denganTergugat
dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini
Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam
sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133 sebagai
berikut :

woolll aule gl Lezg i) azoill aut, pas sl ol
]
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Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Slicl ol azg il aium olall sad Lalgss cus 319

liol oy 8 iasll plgs azo By Lo sladl oSy ol
il aills Lills lagin oYl po iolall jzeg lagd

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim
dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2020 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat
pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/
kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang

sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya
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didengar keterangannya atau setidak- tidaknya untuk membantah dalil-dalil
gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk
dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il halaman 149

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

ibas 1l olg,) ad §> ¥ pllb)

Artinya :” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya ” ;
dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:
6_9.9.1.” &_Lo_uu _)L? o_)'_)'_fe.'i_gl d_J__)I_g.vJ o_)L'c\?I PRy L')|_9
(Vea-Y-, o) asle oSalg aidlg

Artinya :“ Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (XxXxXxxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami
H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis A. Muh. Yusri Patawari, S.Hl.,
M.H., dan Sudarmin H.LLM. Tang, S.Hl., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota
tersebut dan Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis
1.
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. H.Mihdar, S.Ag., MH.

Sudarmin H.l.M. Tang, S.HI.
Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S. HlI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai :Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)
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